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' UPATT OGAN KOMERING ULU TIMUR 

PROVINSI SUMA'TERA SELATAM 

· T U R A N  BUPATT OGAN K O M E R I N G  ULU TIMU 

PER' NOMOR I C  TAHUN 2020 

TENTANG 

·: J  TEKNIS PENGGUNAAN, PELAKSANAAN DAN PENETApAs 
p[TUN. I ·· " . ,  .  ,  . + . ' s>o w  

RINCLAN ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN 2020 
AUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR, 

Mengingat 

a. bahwa untuk mrlaksanakan ketcntuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan 
Pemerintah N o m o r  4 3  Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa scbagaimana 
telah diubah dcngan Pcraturan Pcmerintah Nomor 47 Tahun 2015 
tentang Perubahan atas Peraturan Pcmerintah Nomor 43 Tahun 
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Dcsa, perlu mengatur mengenai Pengalokasian 
dan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten 
Ogan Komcring Ulu Timur; 

b .  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
h u ru f  a  di a t a s ,  maka perlu diatur dan ditetapkan d e n g an  Peraturan 
Bupati Ogan Komering Ulu Timur. 

1 .  Undang-Undang N o m o r  17 T a h u n  2 0 0 3  tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik I n d o n e s i a  Tahun 2 0 0 3  Noor 4 7 ,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42861); 

2 .  U n d an g - U n d a n g  N o m o r  3 7  Tahun 2 0 0 3  t e n t an g  Pembcntukan 
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering 
Ulu Sclatan dan Kabupaten Ogan llir di Provinsi Sumatera Selatan 
( Le m b ar an  N e g ar a  R e p u b lik  I n d o n e s i a  Tahun 2003 Nomor 152, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347); 
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Dacrah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200-4 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4-438); 

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 

Ncgar Republik Indonesia Tahun 20!+ Noor 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5-495); 

Dipindai dengan CamScanner 



• en Pememintah Nomor ·A3 Tahun 2 0 1 4  tcntnng Peraturan 
pertur t, .U d  •  N, ' 3. an Undang- dang domor 6 Tahun 20 1 4  t%  t r  D  pelaksan · t cntang rsa Negara Republik Indonesin Tahun 2 0 1 4  3; Lembatan ~  • •  ~e.  "  N o r o r  123, 

1 ·•,nn l..:mbtnnn �t r,iun l�rpuhh1, lnrfnnc�ln N 5c:., 
[Tambar ~e. .  "  iomor 1.] 

l ,,r,uOUl 11·!nh rhub,,h tlrnlliln Pcrn111rnn l'emcrm'r•li ,., _ 17' eelaga!! IHu l  iomnor · 0 t 5  tentamg Perutbahnn ntns Pernturan Prmet t )  } , ,  
Thun +' "·' es. o. 'm u t ah  ioror 4 014 tentang F e r a tu r an  Pclnknnnnnn U n d a n y . U , t,  g; 
Thun .' Indang 6omor 
. T h u n  201·4 tentang Lesa (Lcmbaran Negara Republik t n d e n  •  

(  I  rs e II I(lonrsi; 

0 1 5  Nomor 1 5 7 ,  Tambnhnn Lembarnn t p, ,4 
Tahun +' ' .- " "  irpara Repub l i l  

'  d  ,nc�in Nonll�r 5 ,  17� ;  
n u s  t  N  
perturan Pemer ntah 'omor I8 Tahun 2 0 1 6  tcntang Perankat 

" , , e h  (tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 N%% 
Lac .  'mor 

1 1 4 ,  Tambahan Lembaran Ncgnra Rcpublik Indonesia Nomor 5887); 
perturan Pemcrintah Nomor 12 Tahun 2017 tcntang Pembinaan dan 
p., w ea n  Penyelenggaraan Pemerintahan Dacrah (Lcmba N e e  n " "  .  _~  •  •  •  · U h  aran icgara 
Republik Indonesia Tahun 20l7 Nomor 73, Tambahan Lcmbaran 
Nara Rcpublk Indonesia Nomor 6041) ;  

g. Praturan Pemerintah Nomor 1 1  Tahun 2019 tentang Perubahan 
dua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Dcsa. 

9, Peraturan Menter Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengclolaan euangan Daerah scbagaimana tclah diubah 
erakhi: kali dcngan Peraturan Mcnteri Dalam Negcri Nomor 2 1  
Tahun 2 0 1 1  tcntang Perubahan Kedua atas Pcraturan Menter 
Dalam Negeri Nomor 1 3  Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
euanan Dacrah; 

10. Peraturan Menteni Dalam Negeri Nomor I I  Tahun 2014 tentang 
Pedoman Teknis Peraturan di Desa [Brita Negara Republik 
Indonesia Tahn 2014 Nomor 2091); 

1 !  Peratu:an Menteri Dalam Negen Nomor 1 1 2  tentang Pemihihan 
epala Desa (erita Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
2092): 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2014 tentang 
Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 2094); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah [Berita Negara Republik 
Indonesia tahun 2015 Nomor 2036); 

14 .  Peraturan Menteri Dalam Neger. Nomor 20 Tahun 2018 tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 6 1 1 ) ;  

15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 
Transmigrasi Nomor I Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan 
Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Berskala Lokal Desa 
(Derita Negara Republik Indonesia Tahu 2015 Nomor 158); 

16. Peraturan Menteni Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 
Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib 
dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Derita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159); 
I7, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa 
[Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015  Nomor 160); 
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I8, Pcraturan Menteri Desn, Pembanguna n  De r ),  T, : 
.. ~ .:.  '  " n a n  , a c r a h  crtinggal, dan 

Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2 0 1 6  t e n t a n y  P c l a u h  y  ~ ,  

n  ,  r  n g  'cl a t i n  Masyarakat 
(Beritn Negara Rcpublik Indonesin Tahun 2 0 1 6  Nomnor 787] 

I9 ,  Peraturan Menteri Kcunnpan Nomor 8/PMK.07/2020 \ ~ . _  
-  •  ""  u n ·' '  « «  tentang Tata 

cara Penyaluran Dnnn Alokasi Umum Tambahan Tahun 
Anggaran 2020, 

20, Peraturan Menteri Dnlnm Negeri Nomor 1 1 9  Tahun 2019 tentan 
Pemotongan,Penyetoran dnn Pemhnynran I u r a n  Jaminnn Kcnchntnn 
Bagi Kcpala dcsa dan Pernngkat Dcsn. 

2 1 .  Kcputusan Bcrsamn Mcntcri Dalam Negcri, Menteri Keuangan, 
Menteri Dcsn, Pembangunan Daernh Tertinggal dan Transmigrasi 
lan Mcnteri Percncanaan Pembagunan Nasional/Kcpala Badan 
Perencnnann P e m b n n g n a n  Nasional Nomor : 140-8698 Tahun 
2 0 1 7 ,  Nomor : 954/MK.O7/2017 ,  Nomor : 1 16  Tahun 2017 

'  Nomor : O 1 / S K B / M . P P N / 1 2 / 2 0 1 7  tentang Penyclarasan dan 
Penguatan Kcbijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tcntang Dcsa; 

22. Peraturan cpala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah Nomor 13  Tahun 2013  tentang Pedoman Tata Cara 
Pengadaan Barang/Jasa di  Desa (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2013 omor 1367); sebagaimana tclah diubah dengan 
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah Nomor 22 Tahun 2 0 1 5  tentang Perubahan Atas 
Peraturan Kcpala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah Nomor 1 3  Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara 
Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 1 5 0 6 ) .  

23. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 5 
Tahun 2019 tentang Anggaran endapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2020 
(Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 
2019  Nomor 5); 

24. Peraturan Bupati Ogan Komering UIu Timur Nomor 33 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta 
Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, Badan-Badan Daerah, Kecamatan 
serta Kelurahan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 8 
Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupat 

Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 
Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Dacrah, Badan­ 
Badan Daerah, Kecamatan serta Kelurahan di Kabupaten Ogan 
Komering Uu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu 
Timur Tahun 2018 Nomor 8); 

25 .  Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 70 Tahun 2018 
tentang Pedoman Pengelolaan Keungan Desa (Berita Daerah 
Kabupaten Ogar Komering Ulu Timur Tahun 2018 Nomor 70); 

26. Peraturan Bupati Ogan Komering UIu Timur Nomor 7 1  Tahun 2018 
tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa 
(Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 
2018 Nomor 71 ) .  
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27. Peraturan Hupnt i  t a n  Komrring In Timur Nomor H Tahmn 2 0 1  
Tentanr Prndrlrgasinn Kewrnanpan Hpat i  [ l a m  Evalunnf 

Rancanran P re m a t u r n n  D r ·  Tentano Anpprn rndapatan  dnn 
elnnin Denn dnn neanpan P e r a t r a n  I r a n  t r n tnn  Perhahnn 
mggat an P e n t l a p t m m  fan H r [ n j  D e n a  K r p a dn  ( a m t  

P E T U N I U I  T E K N I  PENUUUNAAN,  FELAKSAMAAN DAI PENETAPAI 
R I N C I A N  A LOKASI DANA DEA (ADD) TAHUN 2020 KAUPATEN 
OGAN KOMERING ULU TI M U R  

A I 

KETENTUAN UMUM 

Bazin Kcsatu 

Pengert·an 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupat ini yang dimaksud dcngan : 
I .  abupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. 

7 Pemenntah Kabupaten adalah Pemcrintah Kabupaten 
Ogan omering Ulu Timur. 

3. Bupat adalah Bupati Ogan Komering UI Timur. 

• Sckrctamis Dacrah adalah Sckrctaris Daerah Kabupatcn 
Ogan omering Uu Timur. 

5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang sclanjutnya 
discbut Dinas PMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 
Desa Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. 

6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Dacrah, yang sclanjutnya 
disebut BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. 

7 .  Krpala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah epala 
Dinas Pembcrdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan 
Komering Ulu Timur. 

• Kecamatan atau yang dinebut dengan nama lain adalah bag1an 

wilayah dari daerah kabupaten Ogan Komering Ulu Tunur yang 
dipimpin olch Camat Kabupaten Ogan Komering Ulu Tmur. 

9. Dcsa adalh dcsa dan desa adat atau yang discbut dengan nauna 
lain, swlanjutnya dischut Dcsa, adalah kesatuan masyarak.at 
hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk 

mncnatur dun mcnyurus urisan pemerintahan, kepentingan 

mnasyarakat sctempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak as»al 

usu l ,  dun/a t au  hak radisionul yang diakui dan ihormati dalaun 
sister pcmenintahan Negara lcsatu Republik Indonesia. 

Io .  Alokasi Dan Desa (ADD) adalah dana yang bersumber dart 

Anyaran Pendapatan «dan I#elanja Daerah yang diperuntukkan bagi 
Desu yang ditransfer melalui Angaran Pendapat.n dan [elanja 
Dacrah kabupaten/kota dan digunukan u n t u k  uembiayai 
penyclcnyaraan pememtu tahan, pelaksanan pembangunan, 

pemnbinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. 

1 1 .  Penghasilan Tetap adalah Penghasilan yang sah dan diterirna secara 
teratur. 
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2. Tnjnnynn ndnlnh t u n j m n s n n  yann nnh dnn ditrrima rcarn teratur 
olrh pwjnhnt krpa la  drnn dan prranpkat dra vans ntatunnya 
Irgnwmt Nryrri Simil ( l 'NSJ,  T N T  · dnn Polri 

1 3 .  D M I  nalnh Dnnn  vnnq d i h r r i k n n  ·rrnrn mrrnta  dan propornionnl 
krpndn srtinp «lr«n vnng dimmnakn ntuk aprrnnionnl 
pemrminthn Iran 

4 Femrnntahnn Denn mlnlnh pwnyr'rnppnrnnn n r n n n  prmrr in tnhn 

dnn krpwntingnn mnsvnrnknt artrmpnt dnlnm item prmrrintnhnr 

Nrrnrn rsntunn Repubhik Indonrsin. 
1 5,  Prmerintah Des n d a l n h  K r p n l a  Dena ntnu yang diarbut drnonn 

nnmn Iain dibantu perankat Des «rbngmi u n n r  prnyrlrnpara 

Prmrnnthnn Deen; 
I6. Rdnn Permusyawarntnn Drsn ynnr srlnrjutnya diinknt PD tau 

yang dirbut drnpan namn Iain ada lnh lrmhnga yang mrlaknnnakan 
fungsi pemcnntahan yang angrotnnya merupnkan wakil dari 

penduduk Pesa berdasnrknn ketrrwakilan wilnyah dan ditrtapkan 
sccara dcmokrats, 

'7 ruancan Desa adalah scmua hak dan kcwajiban dcsa yang dapt 

dinilai dcncan uang serta srgala sesuatu bcrupa tang dan bnranz 

yang bcrhubungan den~an pclaksanaan hank dan kcwajiban desn. 

1 8  Pengeloiaan cuangan Dcsa adalah kescluruhan kcgiatan yang 

macliput Pe:cncanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan 
Pertanscungjawaban Keuangan Desa. 

Rcncana era Pemcrintah Desa, selanjutnya discbut RKPDes 

adalah Pnjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Desa untuk jangka waktu I (satu) tahun. 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, sclanjutnya disebut APB 

Desa, adalah rrncana keuangan tahunan pemerintahan Desa. 

2 I .  Peacrizaan Desa adalah uang yang masuk kc Rekening Kas Desa 
RKDI 

22. Pgr!aran Dcsa adalah uang yang keluar dari Rekening Kas Dcsa 
RD) 

23. Pendapatan adalah scmuna penerimaan desa dalam l (satu) tahun 

nrza:zn yang mcnjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh 

drse. 
24 Blanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan 

rwantan drs.a dalam I (satu) tahun anggaran yang tidak akn 

drtrnrra enbah olrh den 

• P e r n a  D e s. a  adalah cmua penerimaan yang perlu dibayar 

. r t e,  d u n / a t a u  prnrlunran yang ukan diterima kembah, bak 

padu ta h u n  anwyaran yang bersangkutan mnaupun pada tahun 

Dy,u n b e r t n y a  

t  e m r a n y  rkuanaan rnelo lann Kruangan Dest, y ang  

clanjutnya disunkut KiKD, adalah epala Dea atau sebutan 

arna l e t n  y a n  e n a  Ja h atan nya tncmpunwat kewemanan 

enycicnyyatukan kr s r l uruban pcngrlulaan kruangan dea. 
7 Prluksuna l e r l o l a  Kcuanan Desa, yang sclanjutnya disingkat 

PKD, dlah p e a n u t  Iesa, Yang claksanahan pengelolaan 

keuanan des berduturkun rpututsan kepala desa yang 

mnnguatakan cbaiun kkuusaun KIKD. 

228. Sckretaris Dcsa dalah perankat desa yang berkedudukan sebaga 

unsur pumpinan ckrturiat drsa yany mucnjulankan tugas sebagai 

koordinutor PPKD 

Dipindai dengan CamScanner 
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29. Kepala urusan, yang selnjutnya discbut knur, adalah pcrangkat 
desa yang bcrkedudukan scbngni unnur staf sckrctariat dcsn yang 
mnjalankan tyan PPKD. 

30, Kcpnln seksi, yang sclanjutnya disebut Kasi, adalah pcrangknt desa 

yang bcrkeduuduknn ebagai pclaksnnn tcknin yang mcnjalankan 
tugas PPKD. 

3 1 .  Anggaran Pendapatnn dnn Bclanja Dacrah, yang sclanjutnya 
disinknt APD, adalnh Rencnn Kcnanan Tahumnan Pemcrintahan 
Dacrah yang dibahas dan disctujui bcrsamn olch Pemerintah 
Dacrah dnn Dcwan Perwalilan Rakyat Dacrah, dan ditctapkan 
dengan Pcraturan Dacrah. 

32. Rekening Kas Umum Dacrah, yang selanjutnya disinykat RKUD, 
ndalah Rekening tempat Penyimpanan Unng Darrah yang 
ditentukan olch Bupati untuk mcnampung scluruh pcncrimaan 

daerah dan mcmbayar seluruh pcngeluaran daerah pada Bank yang 
ditctapkan. 

33. Rckening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD adalah tempat 
menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung scluruh 
penerimaan Dcsa dan digunakan untuk membayar scluruh 
pengeluaran Desa dalam I [satu) rckening pada Bank yang 
ditctapkan dengan spesimen tanda tangan Kcpala Desa dan Kaur 
Keuangan. 

34 .  Dana cadangan adalah dana yang disisihkan guna mcndanai 
kegiatan yang memerlukan dana realatif bcsar yang tidak dapat 
dipenuhi dalam I (satu) tahun anggaran. 

35. Jaminan Keschatan adalah Jaminan berupa perlindungan 
keschatan agar pcserta memperoleh manfaat pemeliharaan 
kesehatan dan perlindungan dalan memenuhi kebutuhan dasar 
kesehatan yang dibenikan kcpada setiap orang yang telah 
mcmbayar iuran jaminan kesehatana atau iuran jaminan 
keschatannya dibayar olch pcmerintah pusat atau pemerintah 

abupaten/Kota. 
36. Peserta adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa yang telah 

membayar iuran jaminan keschatan. 
37. Iuran Jamina Kesehatan yang selanjutnya disebut luran adalah 

sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh pcserta, 
pemberi kerja, dan/atau pemerintah pusat atau pemerintah 
kabupaten/kota untuk program jaminan kesehatan. 

38. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lcbih antara pendapatan 
desa dengan belanja desa. 

39.  Defisit Anggaran Dcsa adalah selisih kurang antara pendapatan 
desa dengan belanja dcsa. 

40. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang sclanjutnya disebut SILPA 
adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran 
sclama I (satu) periode anggaran. 

4 1 .  Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA 
adalah dokumen yang memuat rincinn setiap kegiatan anggaran 
yang disediakan, dan rencana penarikan dann untuk kegiatan yang 
akan dilaksanakan hcrdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan 
dalam APB3Des. 
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12. Dokumen Pclksnnnnn Perubahnn Anggaran yang sclanjutnya 
disinpkat DPPA ndalah dokumen ynng mcmuat  pcruhahan rincian 
kcgintnn, nnggauan yang discdinknn dan renenna penarikan dann 
untuk kegiatan yang n l n  dilaksnnaknn bcrdasarkan kcgiatan yang 
tclah ditctapkan dalam Perubahan APBDcs dan/atau Perubahan 
Pcnjabaran APBDcs. 

433, Dokumen Pclaksanaan mgsaran Lnnjutan yang sclanjutnya 
disingknt DPAL adnlah dolumen ynng mcmuat kegiatan, anggaran 

dan rencann penarikan dana untuk kegiatnn lanjutan yang 

anggarannya berasal dari SILPA tahun nnggaran scbelumnya. 
44, Pengadaan Barang/Jasa Desa yang sclanjutnya disebut dcngan 

pcngadaan barang/jasa adalah kcgiatan untuk memperoleh 
barang/jasa oleh Pemcrintah Desa, baik dilakkan mclalui 
swakelola dan/atau penyedia barang/jasa. 

45. Rencana ngsaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Dcsa 
adalah dokumen yanr remuat arus kas masuk dan arus kas 
kcluar yang digunakan mengatur Penankan dana dari rekcning las 
untuk mendanai pengcluaran-prngcluaran berdasarkan DPA yang 
te!ah disahkan oleh kepala dcsa. 

16. Surat Perrintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP 
adalah dokumen prngauan untuk mendanai kcpiatan pengadaan 
barang dan jasa. 

47. Badan Kcrjasama Antar Desa yang selanjutnya disingkat BKAD, 
adalah scbuah Lembaga yang dibcntuk atas dasar Kesepakatan 

Antar Desa di dalam satu wilayah Kecamatan. 

Bagian Kedua 
Asas Pengelolaan Keuangan Desa 

Pasal 2 

( I )  Keuangan Dcsa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabcl, 
partsipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. 

(2) APBDes merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 
L (satu) tahun anggaran mulai tanggal I Januari sampai dengan 
tanggal 31 Desember. 

(3) Maksimal 30 % dari APBDes digunakan untuk membiayai: 
a. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa 

b. Tunjangan Jabatan Kcpala Dcsa dan Perangkat Dcsa 
c. Tunjangan BPD 
d. Operasional BPD . . .. _ _  

(4) Minimal 70% dari APBDes digunukan untuk mcmbiayai 4 Bidang 
Pembangunan Desa yang tcrdiri dari :  
a. Bidang Penyclenggaraan Pemerintahan Desa, termaksud 

insentif RT dan Kadus scrta operasional pemerintahan desa 
b. Bidang pembanunan infrastruktur tdesn 
c. Bidang pcmbinan kemasyarakatan dcsa 
d .  Bidang Pemberdaynan masyarakat des.. 
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royong gotong swadaya 

BAB IL 

MAKSLD, TUJUAN DAN I'RINSIP 

Pnanl 3 

( 1 )  Pemerintnh Darrah memberiknn Alokasi Dann Desn [ADD) 
kcpnda Desn dwnpan mnksul u nt nk mendukurs pelaksanann 
penyelenggaraan pwmetintahan lean, pclaksanann pembangunan 

lrsn ,  pe mhinnnn kcmnaynrnlntnn «dnn pemberdnyaan 
ma@yarnknt lrsn,  

( 2 )  Tujuun «hlwnknmnya Aloknsi Dana Denn (ADD) a u da lnh :  

•  menitgkutkan pelakcsanann pcnyclenggarnnn Femrrintahan 

Desa, Peluksnnan embangunan Dcsa, Pembinann 
emusyaralatnn dan Pemberdayaan mnsynraknt desa esuni 

kewenanganyn; 
b. meninkatkan kemampunn Iemnbnga kemnasyarakatan dena 

dalnm pwrcncanaan, pclaksanann dan pcnendalinn 
pembanpunnn sccnra partisipnsi scsuai dcngan potrnsi dcsa; 

c. mcningkntkan pcmcrataan pernbnngunnn, kcsejahtcraan, 
kescmpatan brrpartisipasi, dan kesempatan berusaha bagi 

masyarakat dcsa; 

d. mendorong pcningkatan 
rasyarakat; dan 

e. meningkutkan kemandirian desa. 
(3) Prinsip pengelolaan Alokasi Dana Dcsa {ADD) melinputi:  

a. Pengelolaan keuangan ADD mcrupakan bagian yang tdak 
terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa; 

b. ADD direncanakan, thlaksanakan dan dicvaluasi secara terbuka 
drngan mclibatkan masyarakat desa mclalui lembaga 
kemasyarakatan: 

c. Seluruh kegatan hurus dapat dipertanggungjawabkan sccara 
administratif dan tcknis scsuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan; dan 

d. ADD digunakan sccara hemat, terarah dan tcrkendali. 

BAB III 
SUMBER DANA ALOKASI DANA DESA 

Pasal 4 
Alokasi Dana Desa (ADD) bersumber dari APBD Kabupaten dcngan 

Perhitungan paling sedikit 10% (scpuluh perseratus) dani dana 
prrimbanan yang diterima kabupaten setclah dikurang Dana Alokasi 

Khusus [(DAK) dan Dana Alokasi Umum Bantuan Pendanaan 

Penyetaraan SILTAP Kepala Desa dan perangkat Desa. 
I 

BA IV 

PEMBAGIAN DAN PENGITUNGAN ALOKASI DANA DES.A 

nu! 5 

( I )  Penctapan rincian Alokusi Dana Desn di Knbupaten Ogan Komering 
Ulu Timnr 'Thun  Ansarun 22020 ebagaimua tercantum dalan 

Lamnpiran Ia dan Lh  Peraturan Bupat i  Ogun omening Ulu Timur 
in i ,  denyan rineun Papu A DD clear Rp. I0 . 1 · +4 .8 11,400 , ­  
[Seru tun  Sepuluh Milyar Sieratus Empat Delas Jutn Delapan atus 

Tiga elas Ribu Empat rats Rpinh) 
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[2) Pagu ADD srbagnimana dimaksud pada nyat ( 1 )  dibagj untk Siltap 

dan DMp. 

BAB V 

PENYALURAN AL.OKASI DANA DES 

Paragraf 

Tahapan Per·alurnn 

Pasal 6 

( I )  Penyaluran Aloksi Dana Dcsa [ADD) dilakukan melalui 

pcmindahbukuan dari Rekcning Kas Umum Dacrah (RKUD) kc 

Rckcning Kas Desa (RKD). 

2) Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) scbagairnana dimaksud pada 
ayat ( I )  Tahap I dan II Paling Lambat Dulan Juni, Tahap III Paling 

Lambat Bulan Scptembcr dan Tahap IV Paling Lambat 

Bulan Desember. 
(3) Penyaluran AMokasi Dana Desa (ADD) dari RKUD ke RKD tahap I 

dilaksanakan setelah bupati mclalui Camat telah mcnerima 

dokumen penyaluran dari Kepala Dcsa (Camat menyampaikan arsip 

dokumen kepada cpala Badan Pengelola Keuangan dan Aset 

Daerah [BPKAD] melalui Kepala Dinas Pembcrdayaan Masyarakat 

dan Dcsa ] berupa : 

I .  Surat Pengantar dani Kepala Desa. 

2. eraturan Desa mengenai APDes yang sudah disahkan dari 

Kepala Desa t'rngan lampiran : 
a. Lampiran la  -  Perdes APBDes. 

b. Lampiran lb  -  Perdes APBDes. 

c, RAI I -  Rincian Anggaran Pendapatan. 

d. RAB 2 -  Rincian Anggaran Belanja. 
e. RAB 3 - Rincian Anggaran Pembiayaan. 

f. Ringkasan APBDes lb  per sumbcrdana (PAD, ADD, DDS, 

PBH, PBK, PP, SWD, DLL 

g. (Lampiran Berta Acara Hasil Musyawarah BPD) 

3. Peraturan Kepala Desa mengenai Penjabaran APBDes yang 

sudah disahkan dari Kepala Dcsa. Dcngan larpiran : 

a. Lampiran l e  -  Penjabaran APBDcs. 
4 .  Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemenntahan Dcsa 

( RK D e s )  berserta lampiran. 
5. Peraturn Desa mengen Kewenangan berdasarkan hak asal 

usul dan kewcnangan lokal berskala Desa; 

6 .  Peraturan Dcsa menenai penyertaun modal, (jika tersedia). 

7. Rencana Anggaran Kas Desn [RAK], Rencana Kegiatan dan 

Angaran (RKA), Rencana Kegiatan Desa (DPA) dan Kegiatan 
L-an)utan [DPAL)] (ika ada). 

8. Fotocopy Surat Kcputusnn Lupati tentang Pengangkatan 
Kepala Des. 

9, Fotocopy Surat Keputusan cpaln Desa tentng PPKD. 

10 .  Fotocopy Surat Kcputunan Kcpaln Desa tentang PKPD, 

1 1 .  Fotocopy Surat Keptusan Kepala Desa tentang TPK 
(Tim Pelaksana Kegiatan] 

12.  Fotacopy Surat Pengangkatun Kaur Keuangan dari Kepala Desa. 

13. Fotocopy KTP Kepalu Desa dun Kaur Keunngan, 

I4 .  Fotocopy Bulu Nomor Rekening Desa. 
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1 5 .  Fotocopy NPWP Denn, 
I6. Lcmhar Verifiknsi  dan Kclenpkapan Berkas Dcsa. [ Ienkap, 

bear dnn snh ( L a m p i r a n  IL .n) 

1 7 .  Lrmhnr Verifikasi dan Kelengkapnn Berknn Drsa dari 
Kcnmatnn. ( lrnpknp, bcnar t lan sh) (Lampirnn I L . b ) ,  

I H .  Le1bar E r n l u n i  APBDesa yang audal dinnhkan Hupati mclalui  

camnt a tnu  rhutan I a in schagaimann tcrcnnturn dalnm 
Lampiran I I I  y m g  mrrupakan bagian yang tidak tcrpisahkan 
dari Peraturan Tupnti Ogan Komeriny U Timur ini.  

19 .  Lembar Evaluai Komposisi Belnnjn APBDcna yang tclah di 

tandatnugani olch 'Tim Evalunsi APIDcsa Lnrpiran IV yan 
mcrupakan baginn yang tidak tempisahkan dari Pcraturan 
Bupati Ogan Komcring Ulu Timur ini 

(n )  Penyaluran lokasi Dana Dcin [ADD) dari RKUD ke RKD tahap I 
dtlaksanakan setelah bupat mclalui Carat mencrima laporan 
realisasi Pengge naan Dana Alokasi Dana Dcesa (ADD) tahun 
anggarun scbelumnya dari Krpala Desa. Sclanjutnya Camat 
mnenyamp:ukan Laporan terscbut kepada Badan Pengelolaan 
euangan dan Aset Daerah (BPKAD) melalui Dinas embcrdayaan 
Musyarakat dan Desa Kabupatcn Ogan Komrring UIu Timur. 

[5) Pcnyaluran Alokasi Dana Dcsn (ADD) dari RKUD ke RKD tahap III 
dilaksanakan srtelah bupati mrlalui Carat menenira laporan 
realisasi Penggunaan Dana Alokasi Dana Dcsa (ADD] sampai 
dcngan tahap I I  dari Kepala Dcsa. Selanjutnya Camat 
mcnyampaikan Laporan tcrsebut kcpada Badan Pengclolaan 
ruangan dan Aset Daerah (BPKADI melalui Dinas Perbcrdayaan 
Masyarakat dan Drsa Kabupatcn Ogan omering Ulu Timur. 

( 6 )  Penyaluran ALokasi Dana Desn [ADD) dan RKUD ke RKD Tahap IV 

dlaksntakan sctclah Bu;ati Melalui Camat mencrma laporan 
realisasi pcnpganan Dana AMokasi Dana Dcsa IADD) sampai 
dengan, Tahap II dari epala Dcsa. Selanjutnya Camat 

mnenyampaikan lporan tcrsebut kcpada Badan Pengelolaan 

Keuanan dan Asct Darrah melalui Dinas Ferberdayann 

masvarakat Desa kabupaten Ogan Komenng Uu Timur. 
(7 )  Laporan realsasi Penggunaan Dana Alokas Dana Desa (ADD] 

sampai dengan tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (6), 
menunjukkan rat-ratn realisasi penyerapan paling srdkit scbesar 
75% (tujuh pu!uh lira pcrsen). 

Paragraf 2 

Persyaratan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) 

Pasal 7 

( I I ] K e p al a  Desa mengajukan permohonan pencairan Aloknsi Dana 
Desa (ADD) untuk nngguran Ianj.tan (DPAL) atau Tahap I kpada 
Bupati Cq. Carat, dan sclanjutnya Cnmat meryampaikan arsip 
kcpada Kcpala Budan Pengclolaan Keuangan Dan Aset Dacrah 
(BPKAD) mncllui Kepal Dina Pemberdayaan Masyarakat dan 
Des, dcngan mclampirkan: 

a ,  Surat Penntar dari Drsa.  

b. Permohonan Pencuiran Aloknsi Dana Dcsn (ADD), 

(lampiran V) ,  

c. Lauporan Realisasi Penggunaan Alokusi Danu Desa (ADD] Tahap 
Akhir tahun nggaran cclumuya. 
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d,  Keputusnn Kepaln Dcsn tcntang Penggunnan Aloknni Dana Desa 
(ADD) yang sudnh dinnhkan m n t u k  tahun hrjalnn,  dengan 
lnmpirnn : 

n. Rinpkasnn APnDen Aloknsi Dnna Dena (ADD) Tahun 
berjalat. 

b., Rencnnn Anrgarnn Binyn (RAM) krgiatan Alokani Dana Drnn 
(ADD) t a h n  brrjnlan dcnran d i l a m p i r k a n  PAE Gambnr. 

e. Rencann P e n g gu n n n n  Dann (RPD) n c n u n i  Kade Rckcnins 

egintan dan Belanjn Padn Sislcudcs untuk nnpgarnn lanjutan 

ntau tnhap I .  [Lampiran V I ) .  

f. Surat Pernyataan Tanggungjnwab Kcpala Dcna tcntang 

Penggunaan Aloknsi Dnna Dcsn (ADD) tahap Akhir tahun 

scbelmnya, beratcrai Rp. 6.000 (enam ribu]. [Larnpiran VII] 

g. Surat Pernyatann Fakta Intcgritas Tanggungjnwab Mutlak 

Penggunaan Alokasi Dana Desn (ADD), bcrmatcrai Rp. 6.000 
(cnam ribu) (Lampiran V I I I ) .  

h. Foto Copy Bukt i  Setor Pajak Keiatan tahap akhir tahun lalu. 

i.  ukti Setor Balik Sisa dana tahun lalu (jika ada). 

j .  Mcnunjukkan bukti pertanggungjawaban Tahap akhir tahun 

scbelumnya kcpada pihak kccamatan (Arsip disampaikan 

kcpada Kecamatan). 

• Surat Kuasa Pemindahbukuan Rckening Yang ditandatangani 

olch Kades (Lampiran IX]. 

I. Melampirkan daftar gaji Perangkat Dcsa dan lcmbaga desa pcr 

bulan yang ditandatangani Olch Kades bescrta Softcopy 

fLampiran X) 

m. Mclampirkan foto copy Surat kcputusan Pcngangkatan 
Perangkat Dcsa. 

n. Lembar Verifikasi dan Kelengkapan Berkas dari Desa untuk 
Pernohonan Pencairan. (lengkap, benar dan sah). 

(Lampiran XI.a). 

o. Surat pengantar dari Kccamatan. 

p. Surat permohonan pcncairan dcsa dari kecarnatan. 

q. Lembar Verifikasi dan Kelengkapan Berkas dari Dcsa untuk 

Permohonan Pencairan yang di verifikasi oleh Kccamatan. 

(lengkap, benar dan sah ) .  (Lampiran XI.b). 

Pasal 8 

( 1 )  Kepala Dcsa mengajukan permohonnn peneairan AMokasi Dana 
Des (ADD) Taha I atau Tahap I I  kcpada Dupati Cq. Carat dan 

selanjutnya Camat menyampikan arsip kepada Kepala Badan 

Penelola Keuangan Dan Aset Dacrah (BPKAD) melalui Kepala 

Dinas Pemlcrdayan Masyarakt dan Desu, dengan tnelampirkan: 

a .  Surat Pengantar dari Dca. 

b. Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD). 
(Larnpiran VJ .  

c. Laporan I :ulissi Penggunaun Alakasi Dana Desa (ADD) untuk 
Angyaran Lanjutan atau Tahap I tahun anggaran berjalun. 
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d. Renwnnn Prnrsunnnn Dann (RPD) «rsni Kole Rrenin 

Krmintnn dnn Pelnnin Padn Si«kendrs mntuk nnsparn lnnjutn 

ntu t n h n p  I  [Lammirn VI] 
e. S r n t  T r r n v a t n n n  Tnrrnminnb Krpla Den trntnp 

Penrgunnan A'okn e i  D n n  D r ·  ( A D I )  t h a p  A'hir t ahnn 

erllrnnwn, I w r m n t r t m i  p. 6  p0M t e n m  n h )  I L r p i rn VI I ]  

Surat P r rn v n t n n n  F n k t n  I n t r n i t n n  T n sm n mj b  Mtlal 

r r g m n n  M o k n s i  I n n  D e e  ( A D M ) ,  b r r m t r rm  n 6.0of 

r m r  n 1 l s  4l r m r n n  I l l  J  

1 4  t  m  m R k n i « t r  m l  rmatnn than k h r  ' h n  [l 

h u n i  Srt; B n l i k  Sien d n n  thnn Inl /nkn n d a  

+ n n m k k n n  h k n i  rettnnggnmgnwhn Tnhan «rhelumnv. 

kernhn  m h a k  krrmntnn I \ r s i p  di«amp1kn krpad 

ee mntnn )  

1 .  Surat Kuns Pemindahhukuan Rekrning ans dtandatangani 

le! adrs inmpiran I N  

k  Mrlampirknn daftnr mi Peranrkat Desn dan lrmbaga drsa prr 
uInn yang ditndntncni O h  Kndes hr«rrt Softcopy 

tLmpin NJ 

L Melamrrkan foto copy Surat krputusan Frngangkatan 

Pre:nkat Desa. (ika nda) 

m Lembar Verifikasi dan elcnrkapan Derkas darn Desa untuk 

Prohonnn Penciran. (lengkap. benar dan sah) 

fL:ran T al 

o. Surat ;:zaohonan pencairan desa dnri kccamatan. 

p. Lrrbr Vr-.ikasi dan Krlengkapan Berkas dari Desa untuk 

-oh5tan Pencaan yang di venifikasi oleh Kecaratan. 

·a5ka,, be-nr dan sah I (Lampiran XI.b). 

Pasal 9 

i,pals Ds mrnzajuknn perohonan pencairan Alokasi Dana 
Dr+ 'DD T.hap II atau Tahap III kpada Bupati Cq. Camat dan 

rlny zva Carat mcnyampaiknn arsip kepada Kepala Badan 

rn .a ir_tr.ran Dan Aset Daerah Melalui Kepala Dina 

Petr.t·dsyn Masyarakat dan Desa, dengan melarpirknn : 

u r . '  Iensnnr do n  Des. 

F r u uh u · en  Frnauran Alok Dana Desa (ADD] 

Lemp.run 

L o t a n  r u l  rnpynan Alokasi Dana Desa (ADD untuk 

+ t ut  an  Lenyutun a t  T hap I tahun amwzaran b e r a la n  

d  rncana I n g r an  Dana [ R D )  sesua Kole Rekemingg 

K N«atun  dan clan.a J a d a  k r u d r  u n t l  a n, ran l anjtu 

tu t h . p l .  {Larnpus an ' l  

tu t a t  F r y @ l e a n  T a n g u n a a h  r p a l a  D e s»a  t r n ta n g  

Fr eyanaan Alohas D a n a  lcsa t A D l j  t a h a p  AAhr ta h u n  

uc teumnya,  b e , a t r i a  Rp t OD0 [cam nbu )  (Larnpran llH 

b a t a t  l e » a a an  l e i. t a  ln trnta T a n n a 4 a b  Muttah 

P r t u n a n  A l o k a a  Dana Leta (A l » Dy,  t e t r a s  Rp n Uu 

I e r t n  n u 1  1lAuup r a n ,  ,  1 H J  

e  F o tutopy  tuku S r t o r  l a t h  hcatan tahap aktu t a n u n  lalu 

h Iain r t  E  dk a d a n a  t h u n  L a la  (ka ha) 

Dipindai dengan CamScanner 



i. Menunjukkan b u k t i  pertangungjawaban Tahap scbclumnya 
kepada pi hak kccamnntn (Arsip diampaikan kcpada 
Kvcnmntan) .  

j .  Surat Kuasa Pemindahbnkuan Rekenin Yan ditan«datangani 
oleh Kndes (Lampiran IX] .  

k. Melampirkan dnftar gaji Peranglt Des dan l emnbaga dcsa pcr 
bulan yang ditandntangnni Olch Kadcs bcncrta Softcopy 
( L.ampiran J 

I .  Melampirkn foto copy Surat kcputunan F'engangkatan 
Perangkat Desa, (jila nda] 

m. Lembar Verifikasi dan Kelcngkapan Dcrkas dari Desa untuk 
Permohonan Pencairan. ( lengkap, bcnar dan sah). 
(Lampiran I.a). 

n .  Surat pengantar dari Kccamatan. 
o. Surat permohonan pcncairan desa dari kccamatan. 
p. Lembar Venifikasi dan Kclcngkapan Berkas dari Desa untuk 

Permohonan Pencairan yang di verifikasi olch Kccamatan. 
( lengkap, bcnar dan sah ). (Lampiran XI.b). 

Pas.al 10  

( I )  Kcpala Desa mengajukan permohonan pencairan Alokasi Dana 
Desa (ADD) Tahap I I I  atau Tahap IV kepada Bupati Cq. Camat dan 
selanjutya Camat menyampaikan arsip kepada Krpala Badan 
Pcngelola Keuangan Dan Aset Daerah Melalui Kepala Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan mclampirkan : 
a. Surat Pengantar dari Desa. 
b. Permohonan Pencairan Alokasi Dana Dcsa (ADD]. 

(Lampiran VI. 
c. Laporan Reauisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk 

Anggaran Lanjutan atau Tahap I tahun anggaran berjalan. 
d .  Rencana Penggunaan Dana (RPD) sesuai Kode Rekcning 

Kegiatan dan Bclanja Pada Siskeudes untuk anggaran lanjutan 
atau tahap I [Lampiran VI). 

e. Surat Pernyataan Tanggungjawab Kepala Desa tentang 
Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap Akhir tahun 
sebelumnya, bermaterai Rp. 6.000 (enam ribu). (Lampiran VII] 

f. Surat Pernyataan Fakta Integritas Tanggungjawab Mutlak 
Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), bermaterai Rp. 6.000 

(enam ribu) [Lampiran VIII] .  
g. Foto Copy Bukti Setor Pajak Kegiatan tahap akhir tahun lalu. 
h. Bukti Sector Balik Sisa dana tahun lalu (jika ada). 
i. Menunjukkan buk t i  pcrtanggungjnwaban Tahap sebelumnya 

kepada pihal lecamatnn (Arsip disampaikan kepada 

Kecamatan). 
j .  Surat Kuasa Pemindahbukuan Relening Yang ditandatangani 

oleh Kadcs (Lampiran IX ) .  
k. Mclampirkan daftar gaji Perangknt Desn dan lembaga desa per 

bulan yang ditandatangani Oleh Kades beserta Softcopy 

(Lampiran X). 
I. Melampirkan foto copy Surat keputusan Pengangkatan 

Perangkat Desa. (jika ada) 
m. Lembar Verifikasi dan Kelengkapan Berkas dari Desa untuk 

Permohonan Pencairan. (lengkap, benar dan sah). 
(Lampiran XI.a). 

Dipindai dengan CamScanner 



n. Surat pcngantar dati Kccnmat m n ,  

o. Surat pcrmohonan pencniran dcsn dnri kccnmatan, 

p. Lembnr Verifiksi dnn Kelengkapan Perkn dari Denn untuk 

Permohonnn Pencnirnn ynng di verifikasi olch Krcamatan. 

( l e ns kap ,  benar dan sah ) .  ILnmpirnn X I . b ] .  

Paragraf 

Pencnirnn Aloknni Dann Dcn 

Pasal I H  

( I )  Camnt melalui Kasi PMD Kccamatan mcngadakan pcnclitian berkas 

kelengkapan permohonan scbagai herikut: 

n. Memcniksa secara rinci lampiran permohonan; 

b. Dalam ha l  permohonan pencniran tidak rcmcnuhi syarat, 

Ca:at mcmcrintahkan pcncrima Alokasi Dana Desa (ADD) 
untuk melengkapi dan/atnu mempcrbaiki; dan 

c. Setelah pcrmohonan pencairan diteliti dan dinyatakan 

memenuhi s arat dan lengkap, benar dan sah pada dokumcn 
Cek List Kelengkapan berkas, sclanjutnya Camat 

mcnyampaikan pcrmohonan tcrscbut kepada Kepala Badan 

Kcuangan dan Asct Daerah [BPKAD) mclalui Kcpala Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk mcminta Surat 

Pemohonan Pencairan ALokasi Dana Desa [ADD) bagi desa guna 

disampaikan kepada Bank Sumsel Babcl sebagai pengantar 

dengan melampirkan Surat Permohonan Pencairan dari Desa 

dan Kecamatan. 

(2) Penarikan/pencairan uang tunai di Bank, Kaur Keuangan harus 
mengajukan giro per kegiatan pada Rencana Pcnggunaan Dana 

[RPD) yang diajukan scsuai dcngan alt pembayaran yang sah. 
( I  Giro untuk 1 Kegiatan ) 

(3) Penerirna Alokasi Dana Desa (ADD) bertanggungjawab penuh baik 
formal maupun material atas penggunaan dana yang diterimanya 

scsuai dcngan preraturan perundang-undangan. 

AB VI 

PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA 

Bagian Kesatu 

Umum 
Pasal 12 

( 1 )  Alokasi Dana Desa digunakan untuk membiayai: 

a. Bidang Penyelenggarann Pemcrintahan Desa, 

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, 

c. Bidang Pembinaan Kemusyarakatan Desa. 

d.  Bidang Pemberdayann Masya: akat Desa. 

e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan 

Mendesak Desa. 

(2) Klasifilasi bclanja scbagaimann dimaksud pada ayat (I )  huruf a 

sampai dengan huruf d dibagi dalam sub bidang dan kegiatan 

sesuai dcngan kebutuhun Desa yang telah dituangkan dalam RKP 

Desa. (terlampir pada lampiran XII] .  
(3) Klasifkasi belanja scbagaimana dimaksud pada ayat ( l )  huruf e 
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dibagi dnlnm sub bidnng scnuni dcngan kcbutuhnn Dcna untuk 

penanglanpan bcncnnn, krndnnn dnrrat dan mcndcnak yang 
trjndi di Desn. 

apinn Kedua 

( l )  Klasifilsi belanijn sebaimana dimnknud dalam Harian Krnatu 
ayat ( I )  h r f  a  uibnpi dn lnm Snb Bi« dang: 

a. Penyelenggaraan bclanjn pcnphailnn tctap, tunjangan dan 

operasional pemerintnhan dcsa; 

b. Sarana dan prasarann pcmerintnban Dean; 
c. Administrasi kcpenduduknn, pcncatatan sipil , statistik, dan 

kcarsipan; 

d. Tata praja pemcrintahan, perencanaan, kcuangan dan 

pelaporan; dan 

c. Pertannhan. 

(2)  Jasifikasi belanja scbagaimana dimaksud dalam Bagan Kcsatu 

ayat ( I )  huruf b dibagi dalam Sub Bidang : 

a. Pendidikan; 

b.  Keschatan: 

e. Pekerjaan umum dan penataan ruang; 

d. awasnn pcmukiman; 

e. ehutanan dan lingkungan hidup; 
f. Pehubungan. komunikasi dan informatika; 

g. znergi dan sumber daya mineral; dan 

h.  Pariwisata. 

. 3 )  lasif;kasi bclanja sebagaimana dimaksud dalam Bagian Kesatu 

asat ( I )  huruf c dibagi dalam sub bidang : 

a. ketentraman, ketertiban, dan pelindungan masyarakat; 

b. kebudayaan dan kegamaan; 

c. kepemudaan dan olah raga; dan 

d. kelembagaan masyarakat; 

(4) Klasifikasi belanja scbagaimana dimaksud dalam Bagian Kesatu 

ayat ( I J  huruf d dibagi dalam sub bidang: 

a. kelautan dan perikanan; 

dan anak 

b. pcrtanian dan pctcrnakan; 
c. pcninpkatan kapasitns aparatur Desa; 

d .  pembcrdayaan perempuan, pcrlindungnn 

kcluarya; 

c .  operasi, usaha mikro lecil dnan mcncngal; 

f. dukunan penanamun m o d a l ;  dun 

• perdayanpandan perindustrian. 

(5) Klasifikasi b rc l an j a  scbayaimana dimaksud dalam agian esatu 
ayat ( 1 )  huruf e d i b a j  d a l a m  sub bidung : 

a. penanyulanpan bencna; 

b. keadaan dururat; dan 

c. kcadaan mendcak. 
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Bagian Ketiga 

( I )  Aloknsi Dnnn Dcsa (ADD) «cbngaimnna dimaknud pada bagian 
kcsatu ayat ( l )  digunnkan u n t u k ;  

I ,  Bidang Penyclcnrpnran Pemcrintnhan Dcna. 

n. Sub idang Pcnyclenrgnraan Belanja Siltap, Tunjanpan dan 
Opernsional P e m r r i n t a h n n  Dr«a. 

I ,  Penrhasil Tctnp Kepnln Dena dan rranpkat Desan 
dilakuknn dengan K c t c n t a n  nebgai b e r i k u t ;  

ADD yang b w rj u m l a h  narnpai 
Rp. 500,000.000,- [ l imn ra tun juta 
digunakan puling banyak 60% [cnar 
persern t ns) 

2.  Penhasilan tctap ebaaimana dirnaksud pada ayat l 
ditctapkan sebagai bcri kut :  

Kepala dcsa scbesar Rp. 2.426.700,- (dua juta 
cmpat ratus dua puluh cnamn nibu tujuh ratus 
rupiah). 
Sckrctauris Dcsa scbesar Rp. 2.224.500,- (dua juta 
dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah)­ 
Kasi Desa sebesar Rp. 2.022.200,- (dua juta dua 
puluh dua ribu dua ratus rupiah). 
Kaur Desa scbcsar Rp. 2.022.200, (dua juta dua 
puluh dua ribu dua ratus rupiah). 
Kadus sebesar Rp. 2.022.200,- (dua j u t a  dua puluh 
dua nbu dua ratus ribu rupiah), 

3. Tunjangan BPD ditctapkan sebagai berikut: 
Ketua BPD sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima 
p u l u h  ribu ru p i ah ) .  
Wakil Ketua BPD sebesar Rp. 100.000,- (empat 
ratus ribu rupiah). 
Sekrctans BPD sebesar Rp. 350.000,- (tga ratus 

lima puluh rbu rupiah). 
Anggota BPD sebesar Rp. 300.000,- [tiga ratus nibu 
rupiah 

4, Tunjangan MPD ditetapkan scbagai berikut: 

Anggota MPD scbesar Rp. 250.000,- {(dua ratus lima 

puluh nibu rupiah). 

5. Insentif RT ditetapkan sebagai berikut: 

Insentif RT sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu 

. 1 pi ah )  
(2) Alokasi Dana Desa (ADD) dapat digunakan untuk membiayai 

kegiatan yang tidak termasuk dalamn penggunaan Alokasi Dana 
Desa (ADD] sebagaimana dimaksud pada bagian ketiga ayat l) 

setelah mendapat persetujuun bupati melalui Camat. 

(3) Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilnksanakan sebagaimana ayat I 
dan 2 harus hcrdasarkan Musyawarah Rencana Pembangunan 

Desa (Musrenbangdes). 

(4) Persetujuan bupati melalui  Carat scbagaiman dimaksud pada 

ayat (2) diberikan pula saut cvaluasi rancangan peraturan Desa 

mengenai APBDesa, 
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[ ' ]  [ a f t  P a n m r t e r  Rekcniny AP'Denn tcrcnntum dalam Lampiran 

XII yan merupnkn bainn ynnr t idnk terpinnhkan dari Prraturan 
upat i  t a n  Kome1iny U I l  T i m u r  i n i  

Pasnl 1 3  
( I )  P e m e t i n t n h  Deen dnlam Pelalsnnnnn kcrintan y a n g  tdibiayai dari  

A o k i  bnm L c s n  (ADD] ber pct lomnn pnda prct lu mnnn trknis yang 
d i t e t n p k n  oleh b u p n t i  memenni lepintnn y a n g  d i b i n y n i  dnri Alokn·i 
Dana Des (ADI] ,  

(2) Pemerintnh Desn «dnpnt mcrrncnnaknn pcngadann tcnagn nhli di 

bidang pembampunnn infrastrutktur bernsnl dari warga mnayarakat 
Desn, sntunn kerjn permnpknt Dncrnh Kabupatcn yang mcmbidani 

pembamgunan i n fr a s t r u l t u r ;  dnn/ntnu tenngn pendnmping 
professional, 

() Pelaksanaan kegintan yang 

dilakukan sccra swakelola 

daya/bahan bnku lokal. dan 

menyerap tenaga kcrja dari masyarakat Dcsa s e t e m p a t .  
[l) Pengadaan Barang dun jasa melalui swakclola, dimana pclaksanaan 

swakelola dilakukan oleh Tim Pengclola Kcgiatan (TPK) adalah tim 
yang ditetapkan olch kcpala desa dcngan Surat Kcputusan, tcrdiri 
dari u n s u r  Pemcrintah Desa dan unsur lembaga kcmasyarakatan 
dcsa untuk mclaksanakan pcngadaan barang/jasa. 

[5) Khusus untuk pekcrjaan konsuuksi: 
a. ditunjuk I (satu) orang penanggung jawab teknis pelaksanaan 

pckerjaan dari anggota TPK yang dianggap mampu atau 
mcngctahui tcknis kcgiatan/pekcrjaan; 

b. dapat dibnntu oleh personil yang ditunjuk dari dinas tcknis 
terkait dan/atau pckerja (tenaga tukang dan/atau mandor): dan 

c. Setiap Lokasi Pelaksanaan Pckcrjaan wajib memasang papan 
Proyek. 

Pasal 14  

( l )  Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana ADD. 

(2) Pemerintah dacrah dapat mclakukan pendampingan atas 

penggunaan Dana ADD. 

(3) Pendampingan scbagaimana dimaksud pada ayat [2) dibebankan 
pada Anggaran Pendapatan dan Bclanja Daerah. 
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BAB VIL 

PENGHASILAN TETAP DAN 'TUNIANGAN SERTA PENERIMAAN 

LAINNYA YANG SAIL BAGI KEPALA E SA DAN PERANGKAT DESA DAN 

INENTIF DPD 

nginn kesatu 

engalokaslnn pcmhnsilnn tc tnp Kcpala Den 
I 

Dan Peranjkat Dena 

Pasal 1 5  

( l )  cpala Dcsa dan Peranknt Dcsa dihcrikan penghasilan tetap, 
tunjanr;an dan penphasilan lainnya, 

[2) Bagi Penjabat Kepala Desn dan Pcrangkat Dcsa yang statusnya 
Perawai Ncgeri Sipil (PNS), TNI dan POLI maka tidak dibcrikan 
Penghasilan Tetap. 

(3) Pcnghasilan tetap cpala Dcsa dan Perangkat Dcsa sebagaimana 
dimaksud pada ayat [ I )  bcrsumber dari ADD yang dianggarkan 
dalam APBDes dan disalurkan melalui mckanisme transfer dari 
RKUD ke RKD. 

(4) Penyaluran dana pcnghasilan tetap kepala desa dan pcrangkat desa 

dilakukan deny n cara pemindahbukuan dani RKD ke masing­ 
masing rekening kcpala desa dan perangkat desa. 

Pasal 16 

( l )  Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa dibenikan 
kepada kepala desa dan pcrangkat desa terhitung bulan 
Januari 2020. 

[2) Kcpala Desa dan perangkat desa yg diangkat scbelum tanggal 15 
bulan berjalan dibcrikan penghasilan tetap penuh pada bulan 

bcrsangkutan, 

(3] epala Drsa dan perangkat desa yang diangkat setlah tnggal 5 
bulan berjalan, pemberian penghasilan tetapnya terhitung mulai 
bulan berikutnya. 

(4)  epala desa dan pcrangkat desa yang cuti dalam waktu I bulan 
atau lebih tdak diberikan penghasilan tetap pada bulan yg 

bersangkutan mengambil cuti. 
(5 )  Apabila jabatan kepala desa kosong/ diherhentiknn sementara 

aka hasii prnhitungan penghasilan tetap untuk kcpala desa 

dapat dialihkan untuk tambahan ADD bidang penyelenggaraan 
pemerintahan. 

[6] Penghasilan tetap Kepala Desa dnan perangkat desa dan insentf 
angota BPD yang tidal dapnt dicairkan scbagai akibat adanya 
kekosonpan / pemnherhentian scbagaimana dimaksud ayat (5) 
dananya akan mcnjudi Sis lebih perhitungun unggran (SILPA) dan 

dianggarkan pada Perubahan APBDEs. 

Pasal 17 

( I )  Penphusilan tetap kcpal Dcsn dan perangkat lesa dihentikan 
karcnu yang bcrsanpkutan ; 

a. Habis masa jubatun; 
b. Meninggal dunia; tau 
c. Diberhentikan; 
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t.) Kcpnla D e n  dnn Prtanpknt Dena yang mrninpgnl dun ia ,  hiberiknn 
pwnphnsilnn trtnp «nrnpni drnpnn b l a n  yang Iwranpkutan 

meninrnl min. 

[) Krpnl Dr·n dnn pranpknt drnn yang herhentilan rmrntnrn ,  
di hw n ilan pwnphnilnn t r t a p  r [war 'M'' [ L i m a  lnh p r r r a t i n ]  

dati prnphnsi lnn t r t np nr j nk dittapkan Kepntnan Frmhrrhentian 
dni Pejnbat be twennny 

Haminn Krdnn 

P 'annal 1 

Tmninnrnn dnn Pencrimnnn ln innyn ynn ah 

( I )  Kepaln Den dnn Pernnmknt Drsn diberiknn tunjnngan Krpla Draa 
dnn Peranpknt Denn. 

( ]  Slain mcnrmimn penphnmilan tctnp dnn tnjanan ncbagmimnnn 
dimnksud dalam pnsnl 1 8  ayat ( l ) ,  Kepnla Desa dan prrnkat de+a 
mendapat pcnemimaan ainnyn yang snh. 

[3) Tunjangan dan pcncrimaan lainnya yang nah srbagaimana 
d i m a k s n d  pada ayat ( l )  dan  aynt [2) yang bersumbr dari APBDr 
berdasarkan kemampuan kcuangan dcsa dan krtrntuan pcraturan 
pcrndang-undan,an, 

(A) Penenmaan lainnya yang sah bagi kcpala dcsa dan pcrangkat de«a 
<cbaramnna dimaksud pada ayat ( l )  dapat bcrupa honorarium 
FFD dan PKPKD dan honorarium pelaksanaan kegatan 
bcrdasarkan kctentuan peraturan perundang-undangan. 

5 Ba ?enabat cpala Desa dan Perangkat Dcsa yang statusnya 
Pcgawa eperi Sipil ( PNS ),  TNI dan POLRI maka diberknn 
unjxngan epala Desa dan pcrangkat Desa. 

t»  Tunjangan bagi Penjabat epala Desa dan perangkar desa yang 

statusnya Pegawai Negeri sipil (PNS), TNI dan POLRI pada ayat 5 
t L imat ditctapkan scbagai benkut : 
a. Penjabat Kepala Desa Rp. 2.000.000,­ 
b. Szkrtarisdesa Rp. 1 .500.000,­ 
c. Kasi Rp. 1 .200.000,­ 
d. Kaur Rp. 1.200.000,­ 
e. Kadus Rp. 1.200.000,­ 

Bagian Ketiga 

Jarinan Keschatan Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa 

Pasal 19 

( I ]  Kepala Des dan Peranpkat Drsa memperoleh Jaminan eschatan 
(2) Jaminan Keschatan ncbagaimana dimaksud pada ayat [ l )  

dilaksnakan sesui t drnan ketrntuan peraturan perundang ­ 

undang,an. 
(':) Iuran jarinun krchatnn sebagaimanu « d iraksue d  pala ayat ( l )  dan 

yt 4 2 )  srbesar 5 ( L i m a  Persen)  dari penghatlan t e t a p  dengan 
nincan srbauu brnkut ; 

[4) 4% (rmnpat pcrsen)j dibayar oleh I'embeni ketja dalam hal ini 
Pemcnntuh Kubuputrn OKU Timur. 

(5) 1% ( a t u  prr tcn) dibuyar oleh Peseta dalam hal int penerima Gaji 
atau upah. 
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BA VIII 

KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 

Darinn Kcnntu 
Pcmegang Kckasnnn Pengelolnnn Keuanan Denn 

Pnsnl 20 

( I )  Kcpaln Dcsn adnlnh PKPKD dan mewnkili Pemerintnh Draa dalam 

kcpemihiknn krknynan milik dcnn yang d i pinnhknn .  

(2) Kepaln Desn sell PKPKD swbapaiman dimakud padn 
ayat ( ) ,  mempunyai t u n a :  

a .,  Menctnpkan kcbijnkan t e n t a n g  pelaknnnan A P ' E e ,  

b. Menetapknn kcbijnln t c n t a g  pemwrlolnnn bran mi l i k  Denn; 
c .  Melakukan t i ndnknn yang; mrcngakibntkan prmgcluaran ata 

bcban AFBDes; 
d. Menetapkan PPKD; 

e. Menyctjui DP, DP, dan DPAL; 

f. Menyctujui RAK Dcsa; dan 
g. Menyctujui SFp, 

(3) Dalam melaksannkan kckuasnan keuangan desa scbagaimana 
dimaksud pada ayat [2), kepala desa menguasakan scbagian 
kekuasannnya kepada perangkat desa sclaku PPKD. 

(4) Pclimpahan scbagian kckuasaan PKPKD kcpada PPKD ditetapkan 
dcngan keputusan kepala desa. 

Bagian Kc lua 

Pelaksana Pengelolaan Kcuangan Desa 

Pasal 2 1  
PPKD scbagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) terdiri atas:  

a. Sekretars Desa; 

b. Kaur dan Kasi; dan 

c. Kaur keuangan. 

Pasal 22 

( l )  Sckretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21  huruf a 

bcrtugas sebagai koordinator PPKD. 

(2) Sekretaris Desa scbagaimana dimaksud pada ayat ( I )  mempunyai 
tugas : 

a. menpoordinasikan pcnyusunan dan pclaksanaun kebijakan 
APB Desa; 

b. mcngoordinas.':an penyusunan rancangan AP Desa dun 

rancangan perubahan APB Des; 

c. menoordinasikan pcnyusunan rancangan peraturan Desa 

tentan, APB Desa, perubahan APB Des, dan 
pertangungjawaban pclaksnnunn APB Desa. 

d .  mengoordinasikan penyusunun rancngan peruturun kepala 
Desa tentang Penjabarnn APB Desn dan Perubthan Peujabaran 
APB Desa; 

e. mengoordinasikan tugas perangkat Desa luin yang menjalankan 
tugas PPKD; dan 
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f. mengoordinasikan penyusunan laporan kcuangan Dcsa dalam 
rangka prrtanggunginwaban pelnksnnann APB Den, 

[ 3 )  S c l a i n  tugas s c b a g a i m a n a  dimaksud pada ayat (2) ,  Sckrctaris Dca 
mcmpunyai t u g a s ;  

a. melakukan verifikasi te rhadap DPA, DPPA, dan D I A L;  

b. melakukan verifikas i  te rhudap RAK Drsn; dam 

c. melakukan v e ri f i k s i  t c r hndap  bukti  pcncrimann d a n  
pcnrelar an APB Desn. 

Pasal 23 

( I )  Kaur dan Kasi s c b a g a i m a n n  dimaksud dalam Pasnl 2 1  huruf b 

bertugas scbagai pclaksana kcgiatan anggaran. 

[2) Kaur scbagaimana dimaksud pada ayat ( I )  tcrdiri atas : 

a. Kaur tata usaha dan umum; dan 

b. Kaur pcrcncanaan. 

[3 )  Kasi sebagaimana dimaksud padn ayat ( I )  terdiri atas : 

a. Kasi pemerintahan; 

b. Kasi kescjahteraan; dan 

c. Kasi pelayanan. 

(·) Kaur dan Kasi sebagaimana d i m a k s u d  pada ayat ( I )  mempunyai 
ugas : 

a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas 
beban anggaran belanja scsuai bidang tugasnya; 

b. melaksanakan anggaran kcgiatan sesuai bidang tugasnya; 

c. mengendalikan kegiatan scsuai bidang tugasnya; 

d .  menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya; 

e. menandatangani perjanjian kcrja sama dengan penyedia atas 

pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam 

bidang tugasnya; 

f. menyusun .aporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang 
tugasnya untuk pcrtanggungjawaban pelaksanaan APB Desa. 

g. Menyerahkan bukti dukung administrasi dan bertanggungjawab 
penuh atas kebenaran formal dan material atas dana kegiatan 
yang dikclola; dan 

h. Sctelah kegiatan sclesai dilaksanakan, pelaksana kegiatan 
menyerahkan kegiatan kepada kepala desa, dalam bentuk 

berita acara serah terimna kegiatan. 

(5) Pembagian tugas Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran 

scbagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan 

bidang tugas masing-masing dan ditetapkan dalam RKP Desa. 

Pasal 24 

( I )  Kaur dan Kasi dalam mclaksanalan tugas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 23 ayat (1) dapat dibantu olch timn yang melaksanakan 
kegiatan pengadaan barang/jasu yang karena sifat dan jenisnya 

tidak dapat dilakukan sendiri. 
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(2) Tim rbngairana dimnksnd pnda ayat ( l )  hrrana l  da r i  m n r  

pwranpknt D e n ,  l r m b a n  kemnnyarakatan [ e n  v d n n / n t n n  

mnynraknt, v a n y  t r td i r i  n t n ;  

a.  k r m ,  

b, srkretnris, « dnn 

e. nmwrott 

[.3\ Per a n p k n t  Desn cbagaimnnn t d imnknd pntln n v n t  ( )  yait1 

pwlnksann krilaahnn 

(41 Pembentnukan t im sebnrmimnna dirnksnd pwuln nyat [ I ]  di·ulnar 

pada s a t  penvsunnn RKP Denn 

( 5 )  Tim seagimana dimnknud padn nyat (4] di trtaplan mrlali 

kcpututan epala Dea. 

Pasal 25 

[ I )  Kaur kuanran scbnraimanna dimaksud dalam asal  2 1  h u ru f  r  
mclaksanakan fungsi kcbendaharaan. 

.2) aur keuangan scbagauana dimaksud pada ayat ( l ) ,  mcmpunyai 

tugas 

a. mcnyusun RAK Desa; dan 

b. mclakukan penatausahaan yang mcliputi mencrima 

mcnyimpan. mcnyctorkan/membayar, mcnatausnhakan dan 

mcmpertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Dcsa dan 

pcngciuaran dalam rangka pclaksanaan APB Dcsa. 

[ 3 )  Kaur euangan dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan 

zeailki Nomor Fokok Wajib Pajak (NPWP) pemerintah Dcsa. 

1 4 )  Kaur Keuangan wajib menatausahakan dan 

mcmpcrtanggungjawabkan Kegiatan maksimal I (satu) bulan dari 

prncairan/pcnanikan uang di Bank. 

BAB IX 

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 

Bagian Kesntu 

Aas Penelolaan Keuangan Desa 

a:al 26 

! I ;  euen:an Dcsa dikclol b e r u d a n a r k a n  asas transparan, akuntabel, 

parts1 patf ·wrta d i l a k u k n  t drngun t e r t i h  dan «disiplin angaran 

( z  A L e s  mcrupukan danar prnelolaaun keuangan desa dalam mas. 

i {satu) t ahun ungaran m l i  tangyal l Januati  satnpat dengan 

any 1 De:ember. 
(') Penelolun lokasi Dana Dcsa merupakan satu kesutan dengan 

pcnyrlolaan keuanyun desa. 

Iayian Kedua 

Pelaksaunaan Keuungan Desa [(APBDesau) 

Pas»al 27 

( l )  Semua penenimaan dan pencltaran Desa dalum rangka 
pelaksanaan kewenangan Desa diaksanakan melalui Rekening as 

Desa (RKD). 
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p. )  Rekemiw an I r · n  e a r a m n a m a  d i m a  rd  p a d  a y t  ( I )  d tbta t  
oleh [ e m e t i n t a h  D e n n  n n  ' p w m r n  tnrla t a r n  rpa[a [ e t  

lan r t  rtamma 
[ .I 1  Srmua p e n e m m n a n  lan p e p e l n r a n  D e · a  h a r t  d d n r  nlrlt 

b k t i  v a  l rslap  t dnn nl 
( I )  Prnglna tan t drn v any  mrnqalibatan b r h a n  A ' H D e  ti dal d n p t t  

h i l a k n n  wbwlm Ram e nn pnn  Pr t a t m r nn  D e  t r n t a n m  A P ' H I  e t  

ti tetnpkan m r m d i  P e t a t m t a n  L e n  
t5)  Kns  T n  di a t  Krnanan Makimal  Rp I (  0 00 0 0 1 ,  ( nrpull 

iutn mu pmh)  untnk memenu i hi  k r b u i t n h n  ( p r r a n i o n a l  
Pememntahnn D e s n .  

(5) Dalam hal tr, Iapat sinn dnnn p l n  krplntnn yang n t d a h  
hilaksanakan, betkcwniiln mempembaliknn inn dana  t r r n r b t  

kepnda kaur keuangan, dan selnnjutnyn K r  Krunnan 
Mengembahkan dana tcrscbut kc Rckcning Kn Drna mnkniral 
I  (satul blan dnni pencairan/penarikan tunny di Bank .  

Pasnl 28 
( l )  Kaur dan kasi pclaksana kcgiatan anggaran mcngajukan SPP dalam 

sctiap pclaksanaan kcgiatun anggaran scsuni dcnan pcriodc yang 
tcrcantum dalam DPA dengan nominal sama besar atau kurang dari 

yang tcrera dalam DPA. 
( 2 )  Pengajuan SPP wajib mcnyertakan laporan pcrkcmbangan 

pelaksanaan kegiatan dan anggaran. 

Pasal 29 

·caggunaan anggaran yang diterima dari pengajuan SPP 
scbagarmnana dimaksud dalam pasal 28 untuk kcgiatan pcngadaan 
barang/jasa sccara swakelola tidak lebih dari 10 (scpuluh) hari 
kerja. 

I21 Dalam hal pembayaran pengadaan barang/jasa belum dilakukan 
dalam waktu 1 0  (sepuluh) hari kerja, kaur dan kasi pelaksana 
kegjatan anggaran wajib mengembalikan dana yang sudah diterima 
kepada kaur keuangan untuk disimpan dalam kas desa. 

(3) Kaur keuangan mencatat pengeluaran anggaran sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( l )  ke dalam Buku Pembantu Kas Tunai dan 
Buku Kas Umum. 

() Kaur dan kasi pclaksnnn kegiutan anggaran menyampaikan 
pcrtanyyunjawaban pencairan anggaran sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( l )  bcrupa bukti transaksi pembayaran pengadaan 
barang/jasa lepada sckretaris des. 

(5) Sekretaris desa memeriksa kcesunian bukti transnksi pembayaran 
dengan pertanpyunjuwabnn pencuirun anggaran yang disampaikan 
olch kaur dan kasi pcluksana kegiutan unggurun. 

(6) Dalam hal jumlah realisasi pengcluran pembayaran barang/jasa 
lebih kecil dari jumnlah u n g  yang diterimu, kaur dun kasi pelaksana 
kegiatan anpgaran mengembalikan sisa uany ke kas desu, 
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[ l )  P e n g n i u a n  S P P  nntuk k r p i n t n n  yamp c l r h n v n  d i l a k n n k n  

mclalui pcnyedin barnng/jnsn d i l n k k n n  «rtrtnh haranp/jnu 
literimn, 

() Pengninan SPP s r h a i m n n a  dimnksd pmrln nynt [ I ]  «dilampiri 
dengnn: 

n .  Penyatnan Tangrungianh brlnnjn; «dan 

b, u t i  penenmnnn barang/jnsa di t r m p n t .  

(3) D a l a m  s e t i a p  pengajuan SIP sebnraimuna dimaksud p n d a  nyat ( 1 ) ,  
sckretnns desn bwrkcwnjibnn u n t u l ;  

a. menclit i kelcnrknpan permintnan pembaynran yang dinjuknn 
olch kaur dan kasi pelaksnnn kcgiatnn anggaran; 

b. mcnruji kcbcnaran perltunman taghnn atns bcban APBDen 
yang; t e rc an t u m  dalam p e r m i n t a a n  p c m b a y a r a n ;  

e. mengji k e t e r s c d i a a n  dana untuk kepintan dimaksud; darn 

d. menolak penraman pcrmintaan pembayarn olch kaur dan kasi 
pclaksana kegatan anggaran apabila tidak m c m c n u h i  
persyaratan yang ditctapkan. 

t 4 )  Kepala desa menyetujui pcrmintaan pcmbayaran sesuai dcengan 
hasil verifikasi yang dilakukan olch sckretaris dcsa. 

i5) Kaur kcuangan melakukan pencairan anggaran sesuai dengan 
besaran sang tcrtcra dalam SPP setelah mendapatkan pcrsctujuan 

dani kepala Desa. 

Pasal 3 1  

( 1 )  Proses pelaksanaan Keuangan Desa dimulai dcngan urutan sebagai 
brrikut: 

a. Pelaksana Kegiatan mengajukan pcndanaan untuk 
mclaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara 

lain Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang telah 'diverifkasi 
olch Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa (Khusus 
RAB Fisik dilampirkan juga RAB Gambar dll). 

b. Pelaksana Kcgiatan bcrtanggungiawab terhadap tindakan 

pengeluaran yang menyebabkan beban anggaran belanja 
kegiatan dcngan mcnggunakan buk pcmbantu kas kegiatan 
scbagai pertanggungjawaban pclaksanaan kegiatan di Desa. 

c. Berdasarkan Rencana Anggaran Biaya [RAB) Pelaksana 

Keiatan mcngajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 

kcpada kepala dca. SPP tidak bolch dilakukan sebelum barang 

dan jasa diterima dalam I kcyiatan. 
d .  Pengajuan SPP terdiri d n ri :  

a .  Surat Permintuan Pembayarnn. 

b. Pernyatann tanpgunjawab belanja; dun 

c. Lampiran bukti Transaksi;  
a) Sur· i t  Pesanan/Permintnn Darang/jasa Herdasarkan 

Dokumcn Penawaran Barung dun h s a  (lampiran IV). 

b) Nota Toko. 

c) Nota Desa (lampiran XV). 

d) Berita acara serah terima barang (lampiran XVI) .  
e) Kwitansi Pengeluaran Desa yang di ketahui Kepal 

Desallampiran XVIIJ. 
f) Daftar Tanda Terima Silap dan tunjangan perangkat 

desa per bulan (lampiran XVIII) 
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g) Dnftnr Tandn Terimn Tunjangan dan Incntif Lcmhaga 
Dena per bulnn ( lnmpirnn XIX] 

h) Dakmentnni  Fnto Keintnn. 
c ,  D n l a m  prmrajnnn p w l n k s n n n n n  pembrynrn, nerrtarin drnn 

berkewajibun untnk;  
1 .  Mcnclit i  lenpkapu permintnnn pembnyaran dinjunn olch 

prlaksann kcpiatnn, 
2. Mengji whennran perhitnngnn tagihan n t a n  bcban 

APDesa yang tercantum dalamn pemm nintann prmbayaran. 
3 .  M c n g u j i  ketcrscdiann d a n a  untuk kegintan dimaksud. 

·1 Mcnolak peneajan permintann pembayaran n l e h  elaksana 
cgiatan apabila t i d a k  mercnuhi peryaratan yan 

ditctapkan. 
f. Berdasarkan SPP yang tclah diverifikasi Sekrctaris Desa, Kepala 

Dcsa mcnyctujui pcrmintaan Pcmbayaran dan Kaur Keuangan 

mclakukan pembayaran kcpada Pelaksana Kegiatan 
berdasarkan Pencairan SPP. 

g. Atas pcmbayaran yang telah dilakukan selanjutnya Kaur 

enangan mclakukan prncatatan Pengcluaran kcdalam uku 

Pembantu Kas Tunai dan Duka Kas Umum. 

h. Tata cara Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP] 
t e r d a p a t  pada llampiran XX). 

Pasal 32 

Kaur dan kasi pelaksana kcgiatan anggaran wajb menyarpaikan 

laporan akhir realisasi pelaksanaan kegjatan dan anggaran kepada 
kcpala desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak seluruh kegiatan sclcsai. 

Pasal 33 

( 1 )  Sctiap pengcluaran Kas Desa yang menyebabkan bcban atas 
Anggaran Belanja Desa dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan 
prraturan prrndang mengenai perpajakan y a n g  berlaku. 

(2) Kaur euangan scbagai perangkat desa wajib memungut pajak 
znclakukan pemotongan pajak terhadap pengeluaran kas dcsa 

scbagaimana dimaksud pada ayat ( l ) .  

(3) Pemotongan paj k sebagairnana dimaksud pada ayat (2) meliputi 
pengeluaran kas desa atas beban belanja pegawai, belanja 

barang/jasa, dan belanja modal. 

(4) Kaur Keuangan wajib menyctorkan scluruh pencrimnaan pajak yang 

dipungut sesuai dengan kctentuan peraturan perundang-undangan 
yang dibuktikan dcngan Nomor Transaksi Penerimaan Negara 

(NTPN). 

(5) Kaur Keuangan mencatat pencrimaan dan penyetoran Pajak 
kcdalam buku kas pembantu pajak. 

Pasnl 34 

RAK Desa memuat anus kus masuk dnn arus kas keluar yang 
digunakan mcnyatur penurilan duna dari rckening kas untuk mendanai 

pengeluaran berdusarkan DPA yany telah disahkan oleh kepala des. 
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Pasnl 35 

( I )  Pencrimnnn pembinyaan dari SILPA tahun scbrlumnya digunnkan 
u n t u k ;  

n. menutupi dcfisit nngpnrnn apnbiln renlisnsi pcndapntnan Icbih 
kccil daripndn realisnsi bclnnjn; dnn 

b, mendnnai kepintnn yang belu srlesni ntnu l n n j u t a n .  

[2) SIL.PA yany dignakan m n t u k  m e n u t u p i  defisit nnggnran 

scbagaimana dimaksud patdn ayat ( I )  huruf n rerupakan 

perhitungan pcrkirnnn penerimann dari pclnmpaunn pcndnpatan 
dan/atau penghemntan bclanja tahun scbelumnya yang diwunakan 

untuk membiayai keintan-kcrintan yang tclnh ditctapknn dalar 
APBDes tnhun anggaran bcrkenaan. 

(3 )  SILPA yang dignakan un tuk ,  mendaai kcgiatan yang belum 
sclcsai atau lanjtan scbagaimann dimaksud pada ayat [ I )  huruf b 
merupakan perlitungan rill dari anggaran dan kegintan yang harus 

disclcsaikan pada tahun anggaran berikutnya, 

(4) Kaur dan/atau kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan 
kembali rancangan DPA untuk disctuji kcpala dcsa menjadi DPAL 

untuk mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( l ]  huruf b. 

(5) Kaur dan/atau kasi pelaksana kegiatan anggaran dalarn 
mengajukan rancangan DPA scbagaimana dimaksud pada ayat [%) 

tcrlctbih dahulu menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan 
kcgiatan dan unggaran kepada kepala dcsa paling lambat 
pertengahan bulan descmber tahun anggaran bcrjalan. 

(6) Sekretris Desa menguji kescsuaian jumlah anggaran dan sisa 

kegiatan yang akan disahkan dalam DPAL. 

(7) DPAL yang tclah disctujui menjadi dasar penyelesaian kegiatan 
yang bclum selesai atau lanjutan pada tahun anggaran berikutnya. 

Bagian kctiga 

Penatausahaan Alakasi Dana Desa (ADD) 

Pasal 36 

( I )  Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan scbagai 
pelaksana fungsi kcbendaharaan. 

(2) Penatausahaan scbagaimana dimaksud pada ayat ( l )  wajib 
dilakukan dengan mencatat setiap pcncrimaan dan pengeluaran 
dalam buku pembantu kas tunai dan buku kas umum, 

( 3  Pencatatan pada buku pembantu k a s  tunai dan buku kas umum 
sebagaiman dimaksud pada ayat (2) ditutup setiap akhir bulan 

secara tertib. 
(4) Kaur Kcuangan wajib mempcrtanggungjawabkan uuang melalui 

aporan pertanpgunjawaban, dun disumpaikan sctiap bulan 
kepada Kepala Desa paling lambat tanggal IO  bulan berikutnya. 

(5j Kaur Keuangan wajib membuat buk pembantu kas mum yang 

tcrdiri dari:  

I .  Buku Pembantu Bank. 

2. Bulau Kas Pembantu Pajak. 
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Panl 37 

( I )  Setinp hclanjn desn ntns bebnn Dann ADD harun didukung dcngan 

b u k t i  y a n g  lengknp dnn s a l .  

(2) Bukti scbmgnimana dimaksud panda nyat ( 1 )  hnrus dapat 

dipertnnggunganbl bert dnsarknn kchcnaran rateriil yang 

t imbl dari prmgpunnnn bukti dimnksud. 

[3) Pcngclunran Ins ynng menalbatlnn bcban kcuanpnn dcsn, t i d a k  
dapat dilakukan wbclum rancangnn peraturan «dcsn tcntang 
APB Desn ditctapkan mcnjndi peratrun dcsa. 

[4 )  Pertansgungijawban Keuangan Dann ADD yang 
disimpan/dinrsipkan di Dcsa bcrupu : 

a, Rclapitulasi realisasi bclanja kcgiatan dan sumbcr «dana; 

b, Kwitansi Pembayaran; 

c. Foto pcrkembangan keiatan 0% (nol perseratus) 50% (lira 

puluh perseratus) dan 100% (scratus pcrscratus); 

d, Data dulung berupa undangan rapat, benita acara rapat, daftar 
hadir, SK Tim Pclaksana, SPPD, Surat Tugas, Nota pembrlian, 

tanda tcrima Honor Kegiatan/sejcnisnya.Dokumen Penawaran 
Barang/jasa dan Surat Pesanan/Permintaan Barang/jasa; 

e. Rcncana anggaran biaya [RAB) ditandatangani olch Pelaksana 
Kegiatan, diverifikasi oleh Sckretaris Dcsa dan disahkan olch 
Kcpala Desa, (khusus RAB Gambar ditandantangani oleh 
perbuat Gambar dan dipenksa dan disetujui oleh 

Dinas/Instansi tcrkait dan/atau Tenaga Profesional; dan 

f. Bcrita acara penyampaian laporan pelaksanaan kcgatan 
kepada masyarakat dan/atau BPD melalui musvawarah desa. 

• Bcrita acara pnyampaian laporan pclaksanaan kcgiatan 
sebagaimana dimaksud pada huruf f disusun sesua dengan 
fornat sebagairana tcrcantum dalam Larpiran XXI Peraturan 
Bupati ini. 

Pasal 38 

[ 1 )  Pengeluaran atas bchan APBDesa dilakukan bcrdasarkan RAK Desa 
yang telah disetujui oleh Kepala Desa. 

i2) Pcngeluaran atas bcban APBDcsa untuk kegiatan yang dilakukan 
secara swakclola dikeluarkan oleh Kaur Keuangan kepada Kaur dan 
Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran atas dasar DPA dan SPP yang 

diajukan setelah disetujui oleh Kepala Desa. 
(3) Pengeluaran atas beban APBDesa untuk kegiatan yang dilakukan 

mclalui penyediaan barang/jas dikeluarkan oleh Kaur Keuangan 
langsun kepada penyedia atas dasar DPA dan SPP yang diajukan 

olch Kasi Pelaksana egiutan Angyaran dun disctujui oleh Kepala 

Desa. 
(4) Pengeluaran atas bcban APBDesa untuk bclanja pegawai, dilakukan 

zecara lanysung oleh Kaur Keuangan dan diketahui oleh Kepala 
Desa. 

(5) Pengeluaran atns bchan APBDesn scbuguimunu dimaksud pada ayat 
(2), ayat (33), dan ayat (1 ]  dibuktikan den;an kwitansi pengeluaran 
dan kwitansi penerimaan, 

(6) Kwitansi pengcluaran scbagaimana dimaksud pada ayat ([5] 

ditandatangani oleh Kaur Keuangan. 
(7 )  Kwitansi pcnerimaan sebagaimana dimuksud pada ayat (5) 

ditandatangani oleh penerima dana. 
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Pasal 39 
( 1 )  Buku Kas Umum yang ditutup sctinap nkhir bulan sebaaimana 

dimaksud dalam pasal 16 nyat (3) dilaporkan olch Kaur Keuangan 
kepada Sckrctans Desn paling lambnt tanggal 1 0  (scpuluh) bulan 
bcnikutnya. 

(2) Sckretaris Desa melakuknn verifikasi, evaluasi dnn analisis atas 
laporn scbagaimana dimnksud pada ayat ( l ) .  

(3) Sckrctaris Dcsa mclaporkan hasil vcrifikasi,cvaluasi dan analisis 

scbagaimana dimaksud pada ayat [2\ disampaikan kcpada Kepala 
Desa untuk disctujui. 

Bagian Keempat 

Pelaporan dan pertanggungjawaban 
Pasal 40 

( l )  epala Desa mcnyampaikan laporan pelaksanann APBDcsa 
scmcstcr pertama kcpada Bupati Ogan Komering Ulu Timur melalui 
camat, dan sclanjutnya Camat mcnyampaikan arsip krpada Badan 

Pengclolaan Keuangan dan Aset Dacrah (BPKAD) mclalui Kcpala 
Dinas Pembcrdayaan Masyarakat dan Desa.  

[ .2 )  Laporan scbagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  terdiri dari : 
a. laporan pelaksanaan APBDes; dan 

b. laporan realisasi kegiatan 

[3) Kepala Desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) dengan cara menggabungkan scluruh laporan scbagaimana 

dimaksud dalarm pasal 32 paling lambat minggu kedua bulan juli 
tahun berjalan. 

Pasal 41  

( I )  Pemerintah Desa penerima Alokasi Dana Des (ADD) 
bertanggungjawab penuh secara fonil dan muteriil atas 

pcnggunaan Alokasi Dana Dcsa (ADD) yang diterimanya. 
,2) Pertanggungjawaban pcnggunaa. Alokasi Dana Desa (ADD] 

scbagaimnana dimaksud pada ayat ( l )  meliputi: 

a. Laporan realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD]; 

b. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa 
Alokasi Dana Dcsa (ADD) yang ditcrima telah digunakan sesuai 
dengan rencana; 

c. Foto keadaan 100% (seratus perseratus) untuk kegiatan yang 
bersifat fisik; dan 

d.  Bukti-bukt pengeluaran yang lcngkap dan sah sesuai 

peraturan perundang-undangan, 

(3) Peruangyungjawaban scbagaimnnn dimalsud pada ayat (2) huruf a 
dan huruf b disarpuikun kepada Bupati cq. Carat dan selanjutnya 

Camat menyampaikan nrsip kepnudn Badun Pengelolaan Keuangan 
dan Aset Daerah (BPKAD) melali Kepala Dinas Pemberdayaa 

!Masyarukat dan Desa, 

(4) Dokumen asli pertunggunjawahan sebaguimana dimuksud pada 
ayat [2) huruf c dun huruf d disimpan dan dipergunakan oleh 
penerima Mokasi .ann Desa (ADD) selaku obyek pemeriksaan. 
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nnnl ·A2 

f l ]  Kepnln D e n  mwnyampnilnn Inpornn prrtnnpgunyr[awnhnn renl innni 

AMBDes lepudn u p t i  melali C u t  nwt lnp nlhir t n h u n  nngnran ,  
selanjtmyn U'mnt mwnnmyiknn lepwtln Hulan I 'enprlolmnn 
Keams;an t dnn Anet Dnernh ( [ I 'KA D)  m ncln lu i  Krpn ln  Dinan 
Pembcrdaynnn Mnyarn\nt dun Den K n b u p n t r n  O u t  Knmrrin 

UI Timur .  

(I Laporan pertaryugjnwnbun z w b a p u i m m m n  d i m n l e d  puda nynt ( l ]  
d isapu tkan  puling ambat 3 tin) D u l a n  ·c tc lnh n k h i r  tnhun 

ggran be rkcnann yang t d i tw t nplun tdengun Pernturm Den, 
(I Peraturan Desa sclagaimama dimakuid pnda nynt (2) dincrtal  

d e n g g a :  
a. Lapora euanpu trrdiri d a r i '  

I .  Laporan realisni A P B D e s ;  dun 
2, Catntan Atas Laporan Kcuangnn (CALK]. 

b. Laporan Realisasi Kcgiatan; dan 
c. Daftar program scktoral, program daerah dan program lainnya 

yang masuk kc desn. 
(·) Laporan pertanggungjawabnn scbagaimana dimaksud merupakan 

bagian dari laporan penyclenggaraan Pemerintahan Dcsa akhir 
tahun anggaran, 

Pasal 43 

( I )  Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ·10 dan Pasal 42 
diinformasikan kepada masyarakat melalui media 
informasi/Banner Informasi minimal 4 Benner diantaranya: 

I .  Banner APBDes Awal [Lampiran XXII.al; 

2. Banner APBDes Perbahan Anggaran Kegiatan (PAK) 

(Lampiran XXII.b); 
3 .  Banner Realisasi APBDes Semester Pertama (Lampiran XXIL.c); 

dan 
4.  Banner Realisasi APBDes Semestrc Kedua (Akhir tahun) 

[Lampiran XXII.c). 
(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( l )  paling sedikit 

mnemuat: 

a. Laporan realisasi APBDes; 
b. Laporan realisasi kegiatan; 
c. Kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana; 
d. Sisa anggaran; dan 

e. Alamat pcngaluan. 
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BAB X 

PEMBINAAN DA N PENGAWASAN 

Daqinn Kesntu 

Lmum 
Pamnl  44  

Pemerintah Dncrnh melakukn Pembinaan dan Pengawasan 
Pengelolaan euangnn Dann Dcan y a n g  t c ri n t e g r a n i  dcnan pcmbinaan 
dan pcngawasnn Pengclolnan Kcuanan Dcsn, 

aginan dun 

Pembinaan 
Pasal 45 

( l )  Dalam rangka pembinaan Dana ADD ditingkat Dacrah dibcntuk 

Tim Monitoring dengan eputusan Eupati. 

(2) Tugas Tim Monitoring scbagaimana dimaksud pada ayat ( I )  tcrdiri 

d a ri :  

a. Melaksanakan penycbarluasan informasi data dan kebijakan 
tcntang Dana ADD. 

b. Melakukan Kegiatan Pembinaan dan Monitoring pelaksanaan 
Dana ADD; dan 

c. Membcrikan laporan hasil pelaksanaan tugas kcpada bupati. 

(3) Dalam rangka pcmbinaan Dana ADD ditingkat Kecamatan dibentuk 

Tim Monitoring dan Evaluasi Kccamatan dcngan Keputusan Camat. 

(4) Tim Monitoring dan Evaluasi Kccamatan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) terdiri dari : 

a. Ketua; 

b. Sckretaris; dan 

c. Anggota 

(5) Tim Monitoring dan Evaluasi scbagaimana dimaksud pada ayat (3) 

mempunyai tugas sebagai berikut: 

1 .  Fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala 

Desa; 

2. Fasilitasi penyusunan Peraturan Kcpala Desa tentang 

Penjabaran APBDes; 

3. Fasilitasi penatausahaan keuangan desa; 

4. Melaksanakan sosialisasi secara luas mengenai kebijakan, data 

dan informasi tentang Dana ADD; 

5. Mengevaluasi Pelaksanaan Dana ADD setiap tahunnya; 

6. Mengevaluasi APBDes; 

7. Mengevaluasi Besaran Sub Belanja Desa; 

8. Memonitoring Pengelolaan Dana ADD di tingkat desa; 

9 .  Melaporkan pclaksanaan Dana ADD; 

10. Membuka layanan kontak pengaduan masyarnkat; 

1 1 .  Menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan melaporkan 

kepada Bupati; 
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12. Fasilitnsi Administrasi tata Pcmcrintahan Dcsa; 

13 .  Fasilitasi Pcngclolnnn kcunnpan Dcnn dan pcndayagunaan asct 
dcsn; 

1 4 ,  Fasilitnsi pencrapan dan pcncgakan pcraturan pcrundang­ 

u n d a n g a ;  

1 5 .  Fnsili tnsi pwlaknnnann t u n s  Icpaln dcna dan pcrangkat dena; 

16 .  Faslitnsi P e l a k s a n n a n  Pemilihnn Kcpnln Dcnn; 

L 7 ,  Fasilitasi pclaksanann tupas dan fungsi BPD; 

1 8 .  Fasilitnsi singkroninsi Pcrcncannnn Pembnngunan Daerah 

dengan pcmbangunan desa; 

19 ,  Fasilitasi penctapan loknsi pembangunan kawasan pcrdcsaan; 

20. Failitnsi pcnyelemggarnan ketcntcraman dan kctcrtiban umum; 

2 1 .  Fasilitnsi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga 

kemasyarakatan; 

22. Fasilitasi pc. yusunan perencanaan pembangunan partisipatif; 

23. Fasilitasi kerjasama antar-Desa dan kerjasama Desa dengan 

pihak ktiga; 

24. Fasilitasi pcnataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang 

Desa serta penetapan dan pencgasan batas Desa; 

25. Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan 
masyarakat Desa; 

26. Koordinasi pendampingan Desa di wilayahnya; 

27. Koordinasi pclaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di 

wilayahnya. 

28. Fasilitasi pelaksanaan musyawarah penyusunan RKP Desa; 

29. Fasilitasi pelaksanaan musyawarah penyusunan Rancangan 

APBDes: 

3 0 .  Fasi l i tasi  dan koordinasit dcngan dinas/instansi terkait untuk 

pengesahan Rencana Anggaran Biaya (RR\B) dan gambar 

kegiatan yang beresiko. 

Bagian Kedua 

Pengawasan 

Pasal 46 

engawasan terhadap pelaksanaan Dana ADD meliputi:  

a. Pengawasan dilakukan oleh Kepala Desa selaku pemegang 
kckuasaan pcngelolnan keuangan des dalam rangka 

meningkatkan kinerja dan alumtnbilitns PPKD dan tim pelaksanaan 

kegiatan; 

b. Pengawasan dilakukan olch masyarakat dan BPD dalam rangka 
meningkatkan inerjn pemerintah desa transparansi; 

c. Pengawasan schaguimann dimnksud poin a dun poin b kcpala desa 

membentuk tim Sertifilasi Fisik yang dibuat dengan Surat 

Keputusan Kcpala Desa, scbelum pelaksana kegiatan menyerah 
terimnakan kegiatan dimaksud kepadu kepala desa; 
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d. Pembentukan Tim Set i f ikai Sebagimana h u r u f  ( )  dapat trrd iri  

d n r i :  

n .  Peangkat Iesn 

b. PI 

e Keenmntnn 

d Unsut T N I d n n  Unsur Poli 

e. Tenaga Pemdampiny 

c. Pengawasan di  t inrkat Desan dilakukan olrh Tim Evaluasi «dan 

Moni to rinn Kcnmatan; dan 

Pengawnsnn fungsional di lakknn oleh Insprktorat  Darrah 

abnpaten Ogan Komrnng UIn Timur. 

BAB XI 

SANKSI 
Pasal 47 

' I I  Eupat zclal camat menunda penyaluran Dana ADD, dalam h a l :  
a. Bupat i  beim menemima dakumen scbagaimana dimaksud 

dalazn Fasalt  Ayat () atau Pasal 6 ayat (5); 

b. Tc:dapat usulan dar aparat pcngawas fungsional dacrah. 

t 2 ,  Rekorcndasi scbagaimana dimaksud pada ayat ( I )  huruf b 

iisarpaikan cleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal 

:crdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan pcnyaluran 

d an / a : a u  penrgunaan Dana ADD. 

03 Fekozrndas: scbagaimana dimnaksud pada ayat [2) disampaikan 

kepada Bupat dengan tembusan Camat, Kepala Badan Pengelolaan 
ruangan Dan Aset Daerah (BPKAD], Kepala Dinas Pemberdayaan 
Masyaakat dan Desa sebclum batas waktu tahapan penyaluran 

scbagairana dimaksud dalam Pasal 6. 

Pasal 48 

( I )  upat melalui Camat dan selanjutnya Carat menyampaikan 
rpade adan Pengelolaan Keuangan dan Aset Dacrah (BPKA\DJ 

mclalui Krpala Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa dalam 

hl : 

a. dournen prrsyaratan prnyaluran cbagaimana tdimaksud dalam 

Pas:d 47 ayat ( I )  hurf a tr lah « d i trrima; 

D. t e r r a p a t  u s u l a n  dan aparat prnyawas tungs ionl lateral 

(Z 4  Iupat mclalui Cmat membenitahukan kcpau da Kepala Desa yang 

brrsankutan mcnens Dana ADD yang ditunda peuyaluranny, 
s c b a y an a  dimaksud patda ayat [) pali ng lnba t  ak hir buln 
November tahun anpyaran herjalan dan agar dianggtkan kembali 

dalarn rancanyan A H D e s  tahun anggaran benikutny.d 

(3) Bupati melalui adan Penelolaan Keuangan dan set Daerah 
(BPKAD) mcnyanygarkn kemnbal i  sisa ADD Desa di RKUD 
scbagairana dimaksud pad ayat (2) dalam rancangan APD tahu 

langgaran benikutnya scsuai dengaun ketentan peraturan 

perundang-undangan. 
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BA XII 

KERUGIAN KEUANGAN 

P a l  4  

( I )  Krpnln Desa, 'eltarin Den, Kaur Kcunngan «dan pihak yang 
tr1knit Imps.mng tletpan pelnlennnan loknri Dann Denn yan, 

karena pw r hn t annyn  mrlanppnr h l a m  ntau melalniknn kcwnjiban 

yang hibwbanknn l r p u l n y a  dnn wcnrn lamp.unyy mcruikan 
keunnra des, wjib mengy;ant i  kcruyinn trcbut. 

t J  wruguan cunnan Dann ADD chnpnimana dimnksud pada ayat 

I I )  d i w l r s a i l n n  scsai dengan kctcntuan peraturnn prcrundan­ 
n d a n g a n  

4.l) Dalam 1 H a l  kcrugian kruangan tdcsa telah di lakukan prrcriksaan 
leh API, epala Dena/ Penjabat Kepala Desa yang ditetapkan/ 
ditunjuk oleh Bupati dnpat mengajukan permnohonan ADD tahap 
selajutnya, 

(·+)  Laporan hasil pemeriksaan dari APIP mcnjadi pcngganti laporan 
rcalisasi pcnggunaan ADD tahap scbclumnya. 

[5) Kepala Desa/Penjabat epala Desa melaporkan realisasi 

pcnggunaan dana ADD tahap sebclumnya dengan melampirkan 
S r a t  kctcrangan trmuan APIP sebaga salah satu syarat prngajuan 
pcncairan dana ADD tahap benikutnya 

BAB XIII 

KETENTUAN PENUTUP 

asal 50 

Peraturan Hupat ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar sctap orang mcngetahui, memcrintahkan pcngundangan 

Peraturan BHupati ini dengan muenrpatkannya dalarn Berita Darrah 

Kabupaten Ogan omcrin Ulu Timur 

Ditetapkan di Martapura 

i
- pa<l� lW'IMW. � fft" fl..\Of, ,wio 

BUATI OGAN KOM L ING ULU TIMUR 
[[ 

dunpkan di Martapura 

tanpgal , (bruori 200 

SEKRETARIS DAERAH 

UPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR, 

I'" 

ITA DAE?AH'KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TIUN 2020 NOMOR S 
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